BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Menimbang

Mengingat

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka efektifitas pemberian Tambahan
Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, diperlukan
pengaturan secara lebih komprehensif sebagai akibat
adanya mutasi/perpindahan tempat tugas/jabatan Pegawai
Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2019 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Imdonesia
Tahun 1999 Nomor 75);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor
123);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135};




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kcrja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12i,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
operasionai Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
Nomor 10};




Menetapkan

24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 7),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Pamckasan Nomor 59 Tahun 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019
tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupali Pamckasan Nomor 59
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019
Nomor 59), untuk keempat kalinya diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dihapus, huruf j diubah
dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal
2 berbunyi sebagai berikut ;
(1) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan kelas jabatan dan
kinerja dengan mempertimbangkan :
a. Tingkat kehadiran dengan bobot 60% (enam puluh

persen); dan

b. Capaian kinerja organisasi dengan bobot 40% (empet

puluh persen),

(2) TPP tidak diberikan kepada PNS yang :

a.
b.
C.

bl o S - B W ¢

diperbantukan /dipekerjakan pada instansi lain;

dihapus;

tidak sedang melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan
tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan surat
pernyataan dari Atasan Langsung;

. diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang

berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap;

. diberhentikan sebagai PNS;

dibebaskan dari jabatan organiknya;

.sedang menjalani Cuti Besar atau Cut di Luar

Tanggunagan Negara;

.sedang menjalani masa persiapan pensiun;

tugas belajar; atau
tidak melaporkan harta kekayaan (LHKPN/LHKASN) dan
gratifikasi; dan

.tidak memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan

barang milik daerah, dan/atau tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.




{3) TPP tidak diberikan kepada PNS yang telah memperoleh
tambahan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, terdiri atas :

a.

b.

guru yang mengajar di Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar, Seklah Menengah Pertama atau yang sederajat,
bailt negeri maupun swasla, yang telah memperoleh
tunjangan profesi guru (sertifikasi guru); dan

PNS yang telah memperoleh tunjangn (jasa pelayanan)
pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

(4) TPP tidak diberikan kepada Calon PNS.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Penghitungan tingkat kehadiran PNS sebagai berikut:

a.

terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga
puluh) menit dan/atau pulang mendahului 1 (satu)
menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikenakan
pengurangan tingkat kehadiran sebesar:

5% x hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului
dibagi jumlah hari ketja efektif;

terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30
(tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam,
dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
10% x hari keterlambatan dan/atau pulang
mendahului dibagi jumlah hari kerja efektif;

terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dar 1
(satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau
meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1(satu)
jam sampai dengan 2 (dua) jam, dikenakan
pengurangan tingkat kehadiran sebesar:

15% x hari keterlambatan dan/atau pulang
mendahului dibagi jumlah hari kerja efektif;

. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2

(dua) jam atau meninggalkan tugas pada jam kerja
lebih dari 2 (dua) jam, dikenakan pengurangan tingkat
kehadiran sebesar:

20% x hari keterlambatan dan/atau pulang
mendahului dibagi jumlah hari kerja efektif;
mendapatkan dispensasi tidak masuk kerja karena
mengikuti kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran
schesar:

50% x hari kerja pemberian dispensasi dibagi jumlah
hari kerja efektif;

tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan
bukan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat
kehadiran sebesar:

60% x hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja
efektif;

tidak masuk kerja tanpa keterangan, dikenakan
pengurangan tingkat kehadiran sebesar:

70% x hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja
efektif;

. tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus

menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan
berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap 0 (nol);




i. tidak mengikuti apel pagi, dikenakan pengurangan
tingkat kehadiran sebesar:
5% x ketidakhadiran apel pagi dibagi jumlah hari kerja

efektif;
j. tidak melengkapi presensi secara elektronik (face Print)
atau manual tanpa  keterangan, dikenakan

pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
- 20% x hari tidak melengkapi presensi dibagi jumlah
hari kerja efektif;

(2) TPP tidak diberikan kepada PNS yang tingkat
kehadirannya 0 (nol) selama 1 (satu) bulan.

3. Ketentuan Pasal 11 setelah ayat (3) ditambahankan 2 (dua)
ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :

(1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP
kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung dan dikenakan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21.

(3) Pembayaran dilakukan secara non tunai ke rekening
masing-masing PNS.

(4) Bagi PNS yang mengalami mutasi/pindah tempat
tugas/jabatan, maka pembayaran TPP berdasarkan
Jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.

(5) Bagi PNS yang Pindah Masuk ke Pemerintah Kabupaten
Pamekasan, maka TPP diberikan pada awal bulan
berikutnya sejak diterbitkannya Surat Pemyataan
Melaksanakan Tugas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI PAMEKASAN,

BADPRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

/R

TOTOK HARTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 27




